
B U P A T I BOMBANA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR >fc TAHUN 2021 

TENTANG 

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BOMBANA, 

Menimbang : a. bahwa u n t u k mendukung ter laksananya ta ta kelola 

pemer intahan yang ba ik ya i tu Pemerintahan Daerah 

yang t ransparan, akuntabe l , efektif, efisien dan 

part is ipat i f serta u n t u k member ikan pelayanan pub l i k 

yang cepat, tepat dan ter jangkau oleh masyarakat 

sebagai w u j u d reformasi b i rokras i per lu d i d u k u n g 

dengan system pemer intahan berbasis e lektronik 

secara terpadu; 

b. bahwa mengacu pada ke tentuan Pasal 12 ayat (2) h u r u f 

j dan lampi ran h u r u f p Undang-Undang Nomor 23 

T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis E lektron ik 

d i L ingkup Pemerintah Daerah merupakan u rusan 

pemer intahan wajib yang t idak berkai tan dengan 

pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah; 

c. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis E lektron ik yang 

terpadu merupakan sistem u tarn a pembangunan kota 

cerdas (Smartcity) yang memer lukan keter l ibatan 

semua pemangku kepentingan dalam pembangunan 

dan penyediaan sistem berbasis Teknologi in formasi 

dan komunikas i ; 

d. berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

da lam h u r u f a, h u r u f b dan h u r u f c, per lu menetapkan 

Peraturan Bupa t i tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis E lektron ik Da lam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana; / 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1945; 

Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bombana, kabupaten Wakatobi 

dan kabupaten kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 

( Lembaran Nqyira Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4338); 

2. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 T a h u n 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara T a h u n 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi E lekt ron ik (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4843) sebagaimana te lah d iubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 T a h u n 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 

2008 tentang Informasi dan Transaks i E lekt ron ik 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 

Nomor 2 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5952); 

4. Undang-Undang Nomor 14 T a h u n 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publ ik (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 6 1 , 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2009 tentang 

Pelayanan Publ ik (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5038); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana te lah d iubah dengan 

Undang- Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 30 T a h u n 2014 tentang 

Administras i Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5601); 

Peraturan Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 

96 T a h u n 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 T a h u n 2009 tentang Pelayanan 

Publ ik (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5357); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2017 

tentang Pembinaan Dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 T a h u n 2019 

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaks i 

E lekt ron ik (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6400); 

10. Peraturan Presiden Nomor 95 T a h u n 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis E lektron ik 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2018 

Nomor 1 8 2 ) ; / 
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11 . Peraturan Presiden Nomor 39 T a h u n 2019 tentang 

Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2018 Nomor 112); 

12. Peraturan Menter i Komunikas i D a n In format ika 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Per l indungan Data Pribadi Da lam Sistem 

Elekt ron ik (Berita Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2016 Nomor 1829); 

13. Peraturan Menter i Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi B i rokras i Nomor 5 T a h u n 

2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis E lekt ron ik (Berita Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 154); 

14. Peraturan Pemerintah T a h u n 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2017 nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

6041); 

15. Peraturan Pemerintah No 2 T a h u n 2018 Tentang 

Standar Pelayanan M in ima l ( Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 6178); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 

T a h u n 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bombana T a h u n 2016 Nomor 

5); 

17. Peraturan Bupa t i Bombana Nomor 39 T a h u n 2016 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komu nikas j 

In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. yf 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM 

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN BOMBANA 

BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana 

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupa t i sebagai u n s u r penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang m e m i m p i n pelaksanaan u rusan pemer intah 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Bupa t i adalah Bupa t i Bombana. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana. 

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya d is ingkat PD adalah u n s u r 

pembantu Bupa t i dan Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah da lam 

penyelenggaraan u rusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah. 

8. Dinas Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana 

yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikas i 

In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

9. Sistem Pemerintahan Berbasis E lektron ik yang selanjutnya dis ingkat 

SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan komun ikas i u n t u k member ikan layanan 

kepada pengguna SPBE. 

10. Tata Kelola SPBE adalah Kerangka kerja yang memast ikan 

ter laksanakannya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian da lam 

penerapan SPBE secara terpadu; / 



11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses u n t u k mencapai 

penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkes inambungan serta 

layanan SPBE yang berkual i tas ; 

12. Layanan SPBE adalah ke luaran yang d ihas i lkan oleh 1 (satu) a tau 

beberapa fungsi apl ikas i SPBE dan yang memi l i k i n i l a i manfaat. 

13. Ars i tektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya d isebut 

Ars i tektur SPBE adalah kerangka dasar yang mend iskr ips ikan 

integrasi proses bisnis, data dan informasi , i n f r a s t ruk tu r SPBE, 

apl ikas i SPBE dan keamanan SPBE u n t u k menghasi lkan layanan 

SPBE yang terintegrasi yang d i te rapkan d i Pemerintah Daerah. 

14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut 

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mend iskr ips ikan arah dan 

langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang 

d i terapkan d i Pemerintah Daerah. 

15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang t e r s t ruk tu r dan 

sal ing terkai t da lam pelaksanaan tugas dan fungsi ins tans i pusat dan 

pemer intah daerah. 

16. In f r as t ruk tur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat l u n a k 

dan fasil itas yang menjadi penunjang u t a m a u n t u k menja lankan 

sistem, apl ikasi , k omun ikas i data, pengolahan dan peny impanan 

data, perangkat integras i/penghubung dan perangkat e lektronik 

la innya. 

17. Teknologi Informasi dan Komunikas i yang selanjutnya d isebut TIK 

adalah suatu proses da lam menyampaikan informasi me la lu i 

pengolahan data yang me l ibatkan pengir iman dan pener imaan 

informasi dengan menggunakan s imbol t e r tentu . 

18. Aud i t teknologi Informasi dan Komunikas i adalah proses yang 

sistematis u n t u k memperoleh dan mengevaluasi b u k t i secara obyekti f 

terhadap aset teknologi informasi dan komun ikas i dengan t u j u a n 

u n t u k menetapkan t ingkat kesesuaian antara teknologi informasi 

dan komun ikas i dengan kr i t e r i a dan/atau standar yang te lah 

d i te tapkan. 

19. Komunikas i adalah penyampaian in formasi dar i satu p ihak ke p ihak 

yang la in mela lu i media perantara yang bersifat e lektronik m a u p u n 

n o n e lektronik. / 



20. Te lekomunikasi adalah setiap pemancaran, peng ir iman dan/atau 

penerimaan dar i setiap in formasi da lam ben tuk tanda-tanda, isyarat, 

tu l i san , gambar, suara b u n y i me la lu i kawat , opt ik , radio a tau sistem 

elektromagnetik la innya. 

2 1 . In format ika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat 

berkemampuan komputas i da lam pengelolaan informasi , t e rmasuk 

da lam pemprosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi . 

22. In formasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda 

yang mengandung n i l a i , makna , dan pesan, ba ik data, fakta m a u p u n 

penjelasannya yang dapat d i l ihat , didengar, dan dibaca yang 

d isa j ikan da lam berbagai kemasan dan format sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komun ikas i secara e lektronik 

atau n o n elektronik. 

23. Keamanan Informasi adalah proteks i in formasi dan sistem informasi 

dar i akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, a tau 

penghancuran oleh p ihak yang t idak berwenang. 

24. In f r as t ruk tur adalah perangkat keras, perangkat l unak , dan peralatan 

te lekomunikas i , yang ke t ika d i gunakan bersama, menjadi pondasi 

dasar u n t u k m e n d u k u n g pelaksanaan e- government 

25. Pengelolaan In f r as t ruk tur Jar ingan adalah kegiatan yang me l i pu t i 

insta las i dan pemel iharaan perangkat j a r ingan . 

26. Server adalah perangkat k h u s u s da lam ja r ingan komputer yang 

menjadi tempat bagi semua s impu l d i da lam j a r ingan u n t u k bisa 

me lakukan resource sharing. 

27. Sistem Jar ingan adalah k u m p u l a n s impu l - s impu l sumber daya 

perangkat komputas i berupa perangkat-perangkat komputer yang 

saling t e rhubung mela lu i sistem komun ikas i data, sehingga dapat 

diakses secara bersama. 

28. Penyediaan In f r as t ruk tur adalah kegiatan yang me l i pu t i pekerjaan 

k o n s t r u k s i u n t u k membangun a tau men ingkatkan kemampuan 

in f r a s t ruk tu r dan/atau kegiatan pengelolaan in f r a s t ruk tu r dan/atau 

pemel iharaan in f r a s t ruk tu r da lam rangka men ingkatkan 

kemanfaatan in f r a s t ruk tu r In format ika . / 



29. Integrasi adalah sua tu usaha u n t u k menya tukan t indakan-

t indakan , sehingga merupakan sua tu kebu la tan pemik i ran dan 

kesatuan t indakan yang terarah pada sua tu sasaran yang te lah 

d i t en tukan dan disepakati bersama. 

30. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen 

hardware, software, network, hrainware dan basis data yang bekerja 

sama satu sama la in da lam h a l pengumpulan , pengolahan, 

peny impanan dan penyebaran data dan informasi u n t u k keper luan 

Pemerintah Daerah. 

3 1 . Basis data adalah k u m p u l a n data yang secara logika berka i tan sa tu 

sama la in dan d is impan a tau diakses berbasiskan komputer . 

32. Apl ikas i adalah program komputer yang d ibangun u n t u k memban tu 

proses pekerjaan. 

33. Perangkat keras adalah satu a tau serangkaian alat yang t e rhubung 

da lam Sistem Elektronik . 

34. Perangkat l u n a k adalah satu atau sekumpulan program komputer , 

prosedur, dan/atau dokumentas i yang terkai t da lam pengoperasian 

Sistem Elektronik . 

35. Jar ingan Komputer adalah j a r ingan te lekomunikas i yang 

meng i j inkan komputer u n t u k saling ber tukar data dan berbagi 

sumber daya. 

36. Wal i data adalah s impu l j a r ingan ( inst i tus i/uni t ) yang bertugas 

mengelola data te rmasuk menyempurnakan is i da r i meta data dan 

member lakukan standar penyebarluasan data. 

37. In f ras t ruk tur Jar ingan adalah j a r ingan te lekomunikas i yang 

menghubungkan antara j a r ingan loka l dengan in t rane t dan internet. 

38. Pusat Data adalah sua tu fasilitas yang d i gunakan u n t u k 

menempatkan sistem e lektronik dan komponen terka i tnya u n t u k 

keper luan penempatan, peny impanan, dan pengolahan data. 

39. Pusat Pemul ihan Data adalah sua tu fasil itas yang d i gunakan u n t u k 

m e m u l i h k a n kembal i data atau in formasi serta fungsi-fungsi pent ing 

Sistem Elektron ik yang terganggu a tau rusak ak ibat terjadinya 

bencana yang disebabkan oleh a lam a tau manusia . / 



40. Internet adalah sejumlah besar j a r ingan yang membentuk j a r ingan 

interkoneks i yang t e rhubung me la lu i protokolTCP /IP. 

4 1 . Intranet adalah j a r ingan p r i va t/khusus dengan sistem yang sama 

dengan internet tetapi t i dak t e rhubung dengan internet dan hanya 

d igunakan secara in terna l . 

42. Si tus web (Website) adalah sebuah sistem informasi d imana ben tuk 

teks, gambar, suara dan la in- la in dipresentasikan da lam ben tuk 

hypertext dan dapat diakses oleh perangkat l u n a k yang disebut 

browser. 

43. Internet Protocol a tau Protokol Internet yang selanjutnya dis ingkat IP 

adalah protokol lapisan ja r ingan a tau protokol lapisan internetwork 

yang d i gunakan oleh protokol TCP/IP u n t u k me lakukan 

pengalamatan dan rou t ing paket data antar host-host d i j a r ingan 

komputer berbasis TCP/IP. 

44. Domain adalah sebuah s t r ing pengenal yang d i gunakan u n t u k 

mengidenti f ikasi sebuah server seperti web server a tau ma i l server 

pada sebuah j a r ingan kompute r a t a u p u n internet . 

45. Sub domain adalah bagian dar i domain yang ter integrasi dengan 

domain utama. 

46. Meta data adalah informasi t e r s t ruk tu r yang mendeskr ips ikan, 

menjelaskan, menemukan , a tau set idaknya menjad ikan sua tu 

informasi m u d a h u n t u k d i t emukan kembal i , d i gunakan , a tau 

dikelola, meta data sering disebut sebagai data tentang data a tau 

informasi tentang informasi . 

47. Kode Sumber (Source Code) ada lah sekumpulan i n s t ruks i - i n s t r u k s i 

kompute r yang d i tu l i s menggunakan bahasa komputer yang dapat 

dibaca dan d ipahami oleh manusia . 

48. Application Programming Interface (API) adalah antar m u k a 

Pemograman. 

49. Interoperabilitas adalah kemampuan a tau kapabi l i tas dar i sua tu 

p roduk a tau sistem u n t u k ber interaksi dan berfungsi dengan p roduk 

a tau sistem la in , k i n i a tau d i masa mendatang, tanpa batasan akses 

a tau implementasi . / 
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50. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektron ik yang satu 

dengan Sistem Elekt ron ik yang la innya. 

5 1 . Apl ikas i u m u m adalah apl ikas i p endukung e-government yang 

d i gunakan oleh setiap Perangkat Daerah. 

52. Apl ikas i k h u s u s adalah apl ikas i p endukung e-government yang 

d ibangun u n t u k keper luan te r tentu . 

53. Troubleshooting adalah sebuah is t i lah yang meru juk kepada sebuah 

ben tuk penyelesaian sebuah masalah. 

54. Sistem Elektron ik adalah serangkaian perangkat dan prosedur 

e lektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpu lkan , 

mengolah, menganalisis, meny impan, menampi lkan , 

mengumumkan , meng i r imkan , dan/atau menyebarkan Informasi 

E lektronik . 

55. Tanda Tangan E lekt ron ik adalah tanda tangan yang te rd i r i atas 

Informasi E lekt ron ik yang d i l ekatkan, terasosiasi a tau terka i t dengan 

Informasi E lektron ik la innya yang d igunakan sebagai alat verif ikasi 

dan autent ikas i . 

56. Repositori adalah peny impanan dar i perangkat l u n a k yang m u n g k i n 

d iambi l dan d i ins ta l pada komputer . 

57. Penanda Tangan adalah subjek h u k u m yang terasosiasikan a tau 

terkai t dengan Tanda Tangan Elektron ik . 

58. H ibah adalah pemberian dengan pengal ihan hak atas sesuatu dar i 

Pemerintah atau p ihak la in kepada Pemerintah Daerah a tau 

sebal iknya yang secara spesifik te lah d i te tapkan pe run tukannya dan 

d i l a k u k a n me la lu i perjanjian. 

59. Pinjaman Daerah adalah semua t ransaks i yang mengakibatkan 

Daerah mener ima se jumlah uang a tau mener ima manfaat yang 

berni la i uang dar i p ihak la in sehingga Daerah tersebut d ibebani 

kewaj iban u n t u k membayar kembal i . 

60. Wal i data adalah Dinas Komunikas i dan In format ika Kabupaten 

Bombana / 



Pasal 2 

(1) Peraturan Bupa t i i n i d imaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat 

Daerah da lam pelaksanaan dan pengembangan SPBE d i Daerah 

sehingga dapat berjalan dengan ba ik dan berkual i tas sesuai ke tentuan 

pera turan perundang- undangan. 

(2) Peraturan Bupa t i i n i be r tu juan u n t u k : 

a. men ingkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntab i l i tas da lam 

penyelenggaraan pemer intahan; 

b. memudahkan masyarakat da lam mendapatkan pelayanan pub l ik ; 

dan 

c. mewujudkan keter t iban dan kepast ian h u k u m dalam 

penyelenggaraan SPBE d i L ingkungan Pemerintah Daerah. 

SPBE d i l ingkungan Pemerintah Daerah d i laksanakan berdasarkan pr ins ip 

a. efektivitas ya i tu opt imal isasi pemanfaatan sumber daya yang 

m e n d u k u n g SPBE yang berhasi l guna sesuai dengan kebu tuhan ; 

b. keterpaduan ya i tu pengintegrasian sumber daya yang m e n d u k u n g 

SPBE; 

c. kes inambungan ya i tu keber lanjutan SPBE secara terencana, 

bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya; 

d . efisiensi y a i t u opt imal isasi pemanfaatan sumber daya yang 

m e n d u k u n g SPBE yang tepat guna; 

e. akuntab i l i tas y a i t u kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dar i 

SPBE; 

f. interoperabi l i tas ya i tu koordinas i dan kolaborasi an tar Proses 

Bisnis dan antar sistem e lektronik, da lam rangka per tukaran 

data, in formasi , a tau Layanan SPBE; dan 

g. keamanan ya i tu kerahasiaan, k eu tuhan , ketersediaan, keasl ian, 

dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang 

Pasal 3 

m e n d u k u n g SPBE. 
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BAB I I 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang l ingkup Peraturan Bupa t i i n i adalah sebagai be r iku t : 

a. Tata Kelola SPBE; 

b. Manajemen SPBE; 

c. Aud i t Teknologi Informasi dan Komunikas i serta Pemantauan dan 

Evaluasi SPBE dan 

d. Penyelenggara SPBE. 

BAB I I I 

TATA KELOLA SPBE 

Bagian Kesatu U m u m 

Pasal 5 

(1) Tata Kelola SPBE ber tu juan u n t u k memast ikan penerapan unsur -

u n s u r SPBE secara terpadu. 

(2) U n s u r - u n s u r SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 

a. ars i tektur SPBE; 

b. peta Rencana SPBE; 

c. rencana dan anggaran SPBE; 

d. proses Bisnis ; 

e. data dan informasi ; 

f. i n f r a s t ruk tu r SPBE; 

g. ap l ikas i SPBE; 

h . keamanan SPBE; dan 

i . layanan SPBE. 

Bagian Kedua 

Ars i tektur SPBE 

Pasal 6 

(1) Ars i tektur SPBE d i susun u n t u k member ikan panduan dalam 

pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi , 

I n f r as t ruk tur SPBE, Apl ikas i SPBE, dan Keamanan SPBE u n t u k 

menghasi lkan Layanan SPBE yang terpadu d i l ingkungan 

Pemerintah Daerah.// 
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(2) Domain a rs i tektur SPBE mendeskr ips ikan substans i a rs i t ek tur 

yang memuat : 

a. domain a rs i tektur Proses Bisnis ; 

b. domain a rs i t ek tur Data dan Informasi ; 

c. domain a rs i tektur In f r as t ruk tur SPBE; 

d. domain a rs i tektur Apl ikas i SPBE; 

e. domain a rs i tektur Keamanan SPBE; dan 

f. domain a rs i tektur Layanan SPBE. 

(3) Pelaksanaan SPBE d i l ingkungan Perangkat Daerah wajib mengacu 

pada Ars i tektur SPBE. 

(4) Ars i tektur SPBE d i susun u n t u k : 

a. Jangka w a k t u 5 (lima) t a h u n apabila Ars i tektur SPBE 

di te tapkan sesuai j angka w a k t u RPJMD; a tau 

b. k u r a n g dar i j angka w a k t u 5 (lima) t a h u n apabi la Ars i tektur 

SPBE d i te tapkan dengan Keputusan Bupa t i pada saat t a h u n 

berjalan RPJMD. 

(5) Perubahan Ars i tektur SPBE dapat d i l akukan sewaktu- w a k t u 

dengan memperhat ikan: 

a. perkembangan keadaan; 

b. k e b u t u h a n Daerah; 

c. penyesuaian atau perubahan Ars i tektur SPBE Nasional; 

d. has i l pemantauan dan evaluasi SPBE d i Pemerintah Daerah; 

e. perubahan pada u n s u r SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 5 ayat (2); 

f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

dan/atau 

g. ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(6) Perubahan Ars i tektur SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (7) 

d i te tapkan dengan Keputusan Bupa t i . 

(7) D inas Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana 

me lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Ars i t ek tur SPBE 

setiap t a h u n . fl 
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Bagian Ketiga 

Peta Rencana SPBE 

Pasal 7 

(1) Peta Rencana SPBE d i susun dengan berpedoman pada Rencana 

I n d u k SPBE Nasional, Ars i tekstur SPBE, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah 

Daerah. 

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i susun 

u n t u k j angka w a k t u 5 (lima) t a h u n dan d i te tapkan dengan 

Keputusan Bupat i . 

(3) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat d i l akukan sewaktu- w a k t u 

dengan memperhat ikan: 

a. perkembangan keadaan; 

b. k e b u t u h a n Daerah; 

c. penyesuaian a tau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; 

d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah; 

e. perubahan Ars i tektur SPBE; 

f. has i l pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau 

g. ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(4) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat 

(3) d i te tapkan dengan Keputusan Bupa t i . 

(5) Dinas Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana 

me lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana 

SPBE setiap t a h u n . 

Bagian Keempat 

Rencana dan Anggaran SPBE 

Pasal 8 

(1) Rencana dan anggaran SPBE d i susun oleh PD sesuai dengan 

proses perencanaan dam penganggaran t a h u n a n pemerintah. 

(2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Ars i t ek tur SPBE 

dan Peta Rencana SPBE. 

(3) U n t u k keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan 

SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ikoord inas ikan oleh 

Badan penel i t ian dan Pengembangan ( BALITBANG). / 



-15-

Bagian Kel ima 

Proses Bisnis 

Pasal 9 

(1) Penyusunan Proses Bisnis be r tu juan u n t u k member ikan 

pedoman da lam penggunaan data dan informasi serta penerapan 

Apl ikas i SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. 

(2) Proses Bisnis d i susun oleh PD pemi l ik Layanan SPBE 

berdasarkan pada Ars i tektur SPBE. 

(3) Proses Bisnis yang saling terka i t d i susun secara terintegrasi 

u n t u k m e n d u k u n g pembangunan a tau pengembangan Apl ikasi 

SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi. 

Bagian Keenam 

Data dan Informasi 

Pasal 10 

(1) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan 

ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(2) Data dan informasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ha rus 

memenuh i standar keamanan, kerahasiaan, kek in ian , akuras i 

serta k e u t u h a n data dan informasinya. 

(3) S t r u k t u r serta format data dan informasi sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) ha rus sesuai dengan standar yang d i te tapkan 

dengan memperhat ikan pr ins ip interoperabi l i tas dan keamanan. 

(4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) d i l aksanakan dengan mengacu pada Ars i tektur SPBE. 

Pasal 11 

(1) Setiap PD wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi masing-masing PD. 

(2) Basis data PD di integrasikan dan dire las ikan satu dengan yang 

la in serta d ike lompokkan sesuai dengan kepentingannya. 

(3) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Wal i data. 

(4) U n t u k Basis data Kepegawaian ha rus berbasis Nomor I n d u k 

Pegawai dan wajib d i implementas ikan pada se luruh apl ikas i 

manajemen pemer intahan sesuai dengan h a k akses masing-

masing Aparatur S ip i l Negara. f[ 
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(5) U n t u k Basis data kependudukan ha rus berbasis Nomor I n d u k 

Kependudukan dan wajib d i implementas ikan pada se luruh 

apl ikas i pelayanan pub l i k kepada warga. 

Pasal 12 

(1) Penyimpanan data d i l ingkungan Pemerintah Daerah 

d i laksanakan secara terpusat dan terintegrasi d i Pusat Data. 

(2) Penggunaan Pusat Data ber tu juan u n t u k men ingkatkan efisiensi 

da lam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah. 

(3) Pusat data sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me rupakan 

Pusat Data yang d igunakan secara bagi paka i oleh PD dan saling 

t e rhubung . 

(4) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa : 

a. Pusat Data Nasional; a tau 

b. Pusat Data yang d ibangun sendir i oleh Pemerintah Daerah 

da lam h a l Pusat Data Nasional be lum d i te tapkan a tau 

be lum sesuai kr i t e r ia k e b u t u h a n Pemerintah Daerah. 

(5) Pusat Data sebagaimana d imaksud pada ayat (4) h u r u f b dikelola 

oleh Dinas Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten 

Bombana sebagai wa l i data. 

(6) I n f r as t ruk tur Pusat Data sebagaimana d imaksud pada ayat (4) 

h u r u f b ha rus sesuai dengan standar yang d i te tapkan dan 

ke tentuan perundang-undangan yang ber laku. 

(7) Setiap PD d i l ingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan 

data dan /atau servernya d i Pusat Data. 

(8) Pusat Data sebagaimana d imaksud pada ayat (7) menyediakan 

j a m i n a n colocation, keamanan server dan u p - t ime server. 

(9) Da lam ha l PD t idak dapat mengadakan server sendir i 

sebagaimana d imaksud pada ayat (7), maka Dinkominfo 

menyediakan fasil itas Virtual Private Server (VPS) beserta 

konf iguras i dan perawatan server d i Pusat Data. 

(10) Dinas Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana 

mengintegrasikan se luruh basis data dan layanan apl ikas i u n t u k 

kepentingan penyelenggaraan pemer intahan, pembangunan, 

pelayanan pub l i k dan kemasyarakatan. £ 
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(11) Da lam rangka integrasi data d i Pusat Data sebagaimana 

d imaksud pada ayat (10), D inkominfo me lakukan pengelolaan 

data setelah mendapat persetujuan dar i PD pemi l ik data. 

Pasal 13 

(1) Setiap PD wajib me l akukan pencadangan (back-up) data secara 

berkala ke dalam server d i Pusat Data Pemerintah Daerah. 

(2) D inas Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana 

me lakukan koord inas i dan supervisi terhadap PD terka i t 

pelaksanaan kewajiban pencadangan (back-up) data sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1). 

Pasal 14 

(1) Setiap PD dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga da lam 

pembangunan dan pengembangan apl ikas i dan basis data 

setelah berkoordinasi dengan Dinas Komunikas i In format ika 

dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(2) Pembangunan dan pengembangan apl ikas i d i l akukan dengan 

memperhat ikan standar Metadata yang telah d i te tapkan oleh 

Pemerintah. 

(3) Dokumentas i teknis apl ikas i yang me l iput i Kode Sumber, API, 

Kebu tuhan Pengguna, Rancangan Apl ikas i dan Basis data, 

Pengujian Apl ikas i , Manua l Instalasi , Manua l Pengguna, 

Manua l Admin , Metadata, dan Troubleshooting, waj ib 

d iserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas Komunikas i 

In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(4) Pembangunan dan Pengembangan sistem apl ikas i dan basis 

data yang sumber pembiayaannya berasal dar i Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, H ibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana la innya yang 

sah, maka h a k c ipta dan d i s t r i bus i apl ikas i menjadi m i l i k 

Daerah. / 
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Pasal 15 

Dinas Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana 

menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang d is impan d i 

da lam Pusat Data sesuai ke tentuan pera turan perundang-

undangan yang ber laku. 

Pasal 16 

(1) Per l indungan keamanan, kerahasiaan, kek in ian , akuras i serta 

k e u t u h a n data dan informasi sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 10 ayat (2) menjadi tanggung j awab PD sesuai dengan 

kewenangannya dengan memperhat ikan tugas dan fungsi 

masing-masing PD. 

(2) Pelaksanaan per l indungan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l akukan dengan berpedoman pada ke tentuan peraturan 

perundang-undangan. 

P) Pelaksanaan per l indungan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l akukan dengan m e l a l u i : 

a. menetapkan klasi f ikasi keamanan, pembatasan akses dan 

pengendalian keamanan la innya; 

b. menerapkan otent ikas i dan pendeteksian modi f ikasi ; 

c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dar i p ihak yang 

t idak berwenang; 

d. menjaga k e u t u h a n dan oris inal i tas data dan informasi ; dan 

e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh p ihak 

yang berwenang, 

Pasal 17 

(1) Dalam rangka per l indungan keamanan, kerahasiaan, kek in ian , 

akuras i serta k e u t u h a n data dan informasi sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 10 ayat (2), PD menyusun kebi jakan 

keamanan informasi . L 
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(2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) mencakup antara l a in : 

a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK d i l ingkungan 

Pemerintah Daerah, t e rmasuk penggunaan emai l resmi 

kantor , penggunaan akses Internet , pengaksesan data 

kantor baik dar i LAN, WAN, m a u p u n Internet. 

b. kewajiban setiap PD u n t u k mengimplementasikan 

perangkat l u n a k dan perangkat keras keamanan informasi 

d i sistem in te rna l PD tersebut a tau LAN, khususnya sistem 

TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan 

c. kewaj iban mengimplementas ikan perangkat l u n a k dan 

perangkat keras keamanan informasi d i sistem antar PD 

a tau WAN serta memoni tor keamanan informasi 

khususnya d i sarana-prasarana TIK yang menja lankan 

fungsi v i ta l bagi j a l annya Pemerintahan Daerah. 

(3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) ber laku u n t u k semua PD penyedia data dan informasi . 

Bagian Ke tu juh 

In f r as t ruk tur SPBE 

Paragraf 1 

U m u m 

Pasal 18 

(1) I n f r as t ruk tur SPBE Pemerintah Daerah terd i r i atas: 

a. Jar ingan In t ra Pemerintah Daerah; 

b. Sistem Penghubung Layanan antar ins tans i Pemerintah 

Daerah dan dengan Ins tans i Pusat. 

(2) Pembangunan dan pengembangan In f r a s t ruk tu r SPBE 

Pemerintah Daerah harus d idasarkan pada Ars i tektur SPBE. 

(3) Penggunaan In f r as t ruk tur SPBE Pemerintah Daerah be r tu juan 

u n t u k men ingkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan 

integrasi da lam rangka memenuh i k e b u t u h a n In f r as t ruk tur 

SPBE bagi in te rna l dan antar PD. / 
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(4) Penggunaan In f r as t ruk tur SPBE Pemerintah Daerah 

sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d i l akukan secara bagi 

paka i oleh in te rna l PD dan antar PD, dan sal ing t e rhubung . 

(5) Jar ingan In t ra pemer intah sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) h u r u f a merupakan j a r ingan interkoneks i t e r tu tup yang 

menghubungkan antar PD. 

(6) Sistem Penghubung Layanan pemer intah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f b merupakan perangkat integrasi 

pe r tukaran Layanan SPBE antar PD dan antara PD dengan 

Instans i Pusat. 

Paragraf 1 

Jar ingan In t ra Pemerintah Daerah 

Pasal 19 

(1) Penggunaan Jar ingan In t ra Pemerintah Daerah be r tu juan 

u n t u k menjaga keamanan da lam me lakukan pengir iman data 

dan informasi an tar s impu l j a r ingan da lam Pemerintah Daerah. 

(2) Setiap PD harus menggunakan Jar ingan I n t r a Pemerintah 

Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

(3) Pembangunan dan pengembangan in f r a s t ruk tu r j a r ingan d i 

l ingkungan PD d i l akukan oleh Dinas Komunikas i In format ika 

dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(4) I n f r as t ruk tur j a r ingan yang menghubungkan antar PD dikelola 

oleh Dinas Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten 

Bombana. 

(5) I n f r as t ruk tur j a r ingan loka l d i PD dikelola oleh masing- mas ing 

Perangkat Daerah. 

(6) Penyediaan layanan internet bagi se luruh PD yang te lah 

t e rhubung dengan in f r a s t ruk tu r j a r ingan loka l Pemerintah 

Daerah d i l akukan oleh Dinas Komunikas i In format ika dan 

Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(7) D inkominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, 

pemel iharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan 

in f r a s t ruk tu r WAN hingga router PD se lu ruh Pemerintah 

Daerah, t e rmasuk j a r ingan fiber optic Pemerintah Daerah. 

(8) I n f r a s t ruk tu r Jar ingan I n t r a Pemerintah Daerah ha rus sesuai 

dengan standar yang d i te tapkan dan ke tentuan perundang-

undangan yang ber laku. / 
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(4) Penggunaan In f r as t ruk tur SPBE Pemerintah Daerah 

sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d i l akukan secara bagi 

paka i oleh in te rna l PD dan antar PD, dan sal ing t e rhubung . 

(5) Jar ingan I n t r a pemer intah sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) h u r u f a merupakan j a r ingan interkoneks i t e r t u t u p yang 

menghubungkan antar PD. 

(6) Sistem Penghubung Layanan pemer intah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f b merupakan perangkat integrasi 

pe r tukaran Layanan SPBE antar PD dan antara PD dengan 

Instans i Pusat. 

Paragraf 1 

Jar ingan In t ra Pemerintah Daerah 

Pasal 19 

(1) Penggunaan Jar ingan In t ra Pemerintah Daerah ber tu juan 

u n t u k menjaga keamanan da lam me lakukan pengir iman data 

dan informasi an tar s impu l j a r i ngan da lam Pemerintah Daerah. 

(2) Setiap PD harus menggunakan Jar ingan In t ra Pemerintah 

Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

(3) Pembangunan dan pengembangan in f r a s t ruk tu r j a r ingan d i 

l ingkungan PD d i l akukan oleh Dinas Komunikas i In format ika 

dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(4) I n f r as t ruk tur j a r ingan yang menghubungkan antar PD dikelola 

oleh Dinas Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten 

Bombana. 

(5) I n f r as t ruk tur j a r ingan loka l d i PD dikelola oleh masing- masing 

Perangkat Daerah. 

(6) Penyediaan layanan internet bagi se luruh PD yang te lah 

t e rhubung dengan in f r as t ruk tur j a r ingan loka l Pemerintah 

Daerah d i l akukan oleh Dinas Komunikas i In format ika dan 

Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(7) D inkomin fo melaksanakan perencanaan, pembangunan, 

pemel iharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan 

in f r a s t ruk tu r WAN hingga router PD se luruh Pemerintah 

Daerah, t e rmasuk j a r ingan fiberoptic Pemerintah Daerah. 

(8) I n f r a s t ruk tu r Jar ingan I n t r a Pemerintah Daerah harus sesuai 

dengan standar yang d i te tapkan dan ke tentuan perundang-

undangan yang ber laku. / 
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Paragraf 3 
Sistem Penghubung Layanan 

Pasal 23 

(1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 

ber tu juan u n t u k memudahkan da lam me lakukan integrasi 

antar Layanan SPBE. 

(2) Setiap PD wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan 

u n t u k layanan SPBE yang m e m b u t u h k a n integrasi dengan 

data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya. 

(3) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang d imaksud 

pada ayat (2) d ibangun oleh Dinas Komunikas i In format ika 

dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(4) Da lam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2), PD ha rus : 

a. membuat ke te rhubungan dan akses data dan Jar ingan 

In t ra PD dengan Jar ingan I n t r a PD yang m e m b u t u h k a n ; 

b. memenuh i standar interoperabi l i tas antar Layanan 

SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang 

ber laku; dan 

c. mendapatkan pert imbangan ke la ikan operasi dan 

keamanan dar i Dinas Komunikas i , In format ika dan 

Stat ist ik Kabupaten Bombana 

Bagian Kedelapan 

Apl ikasi SPBE 

Pasal 24 

(1) Apl ikasi SPBE d igunakan Pemerintah Daerah u n t u k 

member ikan Layanan SPBE. 

(2) Apl ikas i SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i 

atas: 

a. Apl ikas i u m u m ; dan 

b. Apl ikas i Khusus. 

(3) Apl ikas i u m u m sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) h u r u f a 

disediakan oleh Dinas Komunikas i , In format ika dan Stat is t ik 

Kabupaten Bombana, antara la in :/ 
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a. apl ikas i Perencanaan; 

b. apl ikas i Penganggaran; 

c. apl ikas i Pengadaan Barang Jasa; 

d . apl ikas i Akuntab i l i tas Kinerja; 

e. apl ikas i Pemantauan dan Evaluasi ; 

f. apl ikas i Kearsipan; 

g. apl ikas i Kepegawaian; dan 

h . apl ikas i Pengaduan Pelayanan Publ ik. 

(4) Ap l ikas i Khusus sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f b 

dapat d ibangun dan d ikembangkan oleh setiap PD sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi yang da lam pelaksanaannya 

berkoordinasi dengan Dinas Komunikas i , In format ika dan 

Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(5) Apl ikas i yang d ibangun dan d ikembangkan PD sebagaimana 

d imaksud pada ayat (4) bersifat t e rbuka. 

(6) Pengembangan apl ikas i wajib menyediakan f i tur sesuai 

dengan karakter i s t ik apl ikas i yang d igunakannya. 

(7) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemel iharaan 

dan/atau pengembangan apl ikas i sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d ikoord inas ikan oleh Dinas Komunikas i , 

In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana dan harus 

d idasarkan pada Ars i tektur SPBE. 

(8) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemel iharaan 

dan/atau pengembangan apl ikas i sebagaimana d imaksud 

pada ayat (3) d i te tapkan sebagai b e r i k u t : 

a. perencanaan, pembangunan, pemel iharaan dan/atau 

pengembangan Apl ikas i U m u m d i l akukan oleh Instansi 

Pusat, a tau Dinkominfo da lam h a l daftar resmi Apl ikas i 

U m u m be lum d i te tapkan oleh Instans i Pusat yang 

berwenang; 

b. da lam h a l d u a a tau lebih Apl ikas i U m u m dar i Ins tans i Pusat 

t idak terintegrasi, maka Dinas Komunikas i , In format ika dan 

Stat is t ik Kabupaten Bombana dapat merencanakan, 

membangun, memel ihara dan / a tau mengembangkan 

apl ikas i penghubung antar Apl ikas i U m u m ; dan 

c. pengembangan Apl ikas i Khusus d i l akukan oleh Dinas 

Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana, 
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(9) Apl ikas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dioperasikan 

oleh PD Pemil ik Layanan dan ha rus sesuai dengan standar 

yang d i te tapkan dan ke tentuan perundang- undangan yang 

ber laku. 

Pasal 25 

(1) PD yang me lakukan pembangunan dan/atau pengembangan 

apl ikas i wajib me lakukan penguj ian Apl ikas i yang d irancang 

sebelum d i implementas ikan ke i n f r a s t ruk tu r layanan yang 

sebenarnya. 

(2) Berdasarkan has i l penguj ian ap l ikas i sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), terhadap Apl ikas i ha rus d i l engkap i : 

a. dokumen k e b u t u h a n perangkat lunak ; 

b. dokumen perancangan apl ikasi ; 

c. dokumen m a n u a l penggunaan apl ikasi ; dan 

d. Source Code dengan penjelasan fungsi masing-masing 

procedure; 

(3) Apl ikas i beserta kelengkapannya sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) wajib d iserahkan kepada Dinas Komunikas i , 

In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana u n t u k 

d idokumentas i dan d is impan d i Repositori. 

(4) Hak c ipta atas Apl ikas i beserta kelengkapannya sebagaimana 

d imaksud pada ayat (3) menjadi m i l i k Pemerintah Daerah. 

(5) Apl ikas i sebagaimana d imaksud pada ayat (3) ha rus dapat 

d iper iksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas Komunikas i , 

In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

Bagian Kesembilan 

Keamanan SPBE 

Pasal 26 

(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, 

k e u t u h a n , ketersediaan, keasl ian, dan kenirsangkalan 

(nonrepudiation) sumber daya te rka i t data dan informasi , 

In f r as t ruk tur SPBE, dan Apl ikas i SPBE. 

(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l a k u k a n mela lu i penetapan klasi f ikasi keamanan, pembatasan 

akses, dan pengendalian keamanan la innya. 

(3) Penjaminan k e u t u h a n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l akukan me la lu i pendeteksian modi f ikasi . $ 
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(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l akukan mela lu i penyediaan cadangan dan pemul ihan . 

(5) Penjaminan keasl ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l akukan mela lu i penyediaan mekanisme veri f ikasi dan 

val idasi. 

(6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d i l akukan mela lu i penerapan tanda 

tangan dig i ta l dan j a m i n a n p ihak ketiga terpercaya mela lu i 

penggunaan sert i f ikat digital 

(1) Layanan SPBE terd i r i atas: 

a. layanan admin is t ras i pemer intahan berbasis e lektronik; dan 

b. layanan p u b l i k berbasis e lektronik. 

(2) Layanan admin is t ras i pemer intahan berbasis e lektronik sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f a merupakan Layanan SPBE yang 

m e n d u k u n g tata laksana in te rna l b i rokras i da lam rangka 

men ingka tkan kiner ja d a n akuntab i l l i tas Pemerintah Daerah. 

(3) Layanan p u b l i k berbasis e lektronik sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) h u r u f b merupakan Layanan SPBE yang m e n d u k u n g pelaksanaan 

pelayanan pub l i k d i Pemerintah Daerah. 

Paragraf 2 
Layanan Admin is t ras i Pemerintahan Berbasis E lekt ron ik 

Pasal 28 

(1) D inkominfo dan PD pemi l ik layanan ha rus menyediakan layanan 

adminis t ras i pemer intahan berbasis e lektronik sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 27 ayat (1) h u r u f a me l iput i layanan yang 

m e n d u k u n g kegiatan d i b idang perencanaan, penganggaran, 

keuangan, kepegawaian, j a r ingan in formasi kearsipan, pengelolaan 

barang m i l i k negara, / 

Bagian Kesepuluh 
Layanan SPBE 

Paragraf 1 
U m u m 

Pasal 27 
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akuntab i l i tas k iner ja organisasi, sasaran k iner ja pegawai, layanan 

pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, 

pengawasan interna l pemer intah, naskah e lektronik, dan layanan 

la in sesuai dengan kebu tuhan in te rna l b i rokras i pemer intahan. 

(2) Layanan admin is t ras i pemer intahan berbasis e lektronik d i terapkan 

dengan pembangunan dan pengembangan Apl ikas i U m u m 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 24 ayat (2) h u r u f a. 

(1) Layanan pub l i k berbasis e lektronik sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 27 ayat (1) h u r u f b me l iput i layanan pengaduan pelayanan 

pub l ik , layanan satu data, Jar ingan Dokumentas i dan Informasi 

H u k u m (JDIH), pengadaan barang dan jasa, dan layanan-layanan 

pub l i k l a in yang m e n d u k u n g kegiatan d i sektor pend id ikan, 

pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat t inggal, k omun ikas i dan 

informasi , l ingkungan h idup , kesehatan, j a m i n a n sosial, energi, 

perbankan, pe rhubungan , sumber daya a lam, pariwisata, dan sektor 

strategis la innya. 

(2) Layanan pub l i k berbasis e lektronik sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) dapat d ikembangkan sesuai dengan k e b u t u h a n pelayanan pub l i k 

d i Pemerintah Daerah. 

(3) Layanan pub l i k berbasis e lektronik d i terapkan dengan 

mengutamakan penggunaan Apl ikasi U m u m sebagaimana d imaksud 

dalam Pasal 24 ayat (2) h u r u f b. 

(4) Dalam ha l layanan pub l i k berbasis e lektronik memer lukan Apl ikas i 

Khusus , PD dapat me lakukan pembangunan dan pengembangan 

Apl ikas i Khusus sebagaimana d imaksud da lam Pasal 24 ayat (2) 

h u r u f a. 

Paragraf 4 
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis E lektron ik 

Pasal 30 / 

Paragraf 3 
Layanan Publ ik Berbasis E lektron ik 

Pasal 29 
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(1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan 

menya tukan beberapa Layanan SPBE ke da lam satu kesatuan a lur 

kerja Layanan SPBE. 

(2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE d idasarkan 

pada Ars i tektur SPBE Pemerintah Daerah. 

(3) Integrasi Layanan SPBE antar PD d ikoord inas ikan oleh Dinas 

Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(1) D inkomin fo harus m e r u m u s k a n pedoman manajemen SPBE u n t u k 

semua PD, me l iput i : 

a. manajemen r is iko; 

b. manajemen keamanan informasi ; 

c. manajemen data; 

d. manajemen aset teknologi informasi dan komun ikas i ; 

e. manajemen sumber daya manusia ; 

f. manajemen pengetahuan; 

g. manajemen perubahan; dan 

h. manajemen Layanan SPBE. 

(2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana d imaksud pada 

a y a t ( l ) 

(3) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar 

Nasional Indonesia, a tau standar internas ional apabi la Standar 

Nasional Indonesia be lum tersedia. 

BAB IV 

MANAJEMEN SPBE 
Bagian Kesatu 

U m u m 
Pasal 31 

Bagian Kedua 
Managemen Rest 

Pasal 32 / 
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(1) Manajemen risiko sebagaimana d imaksud da lam Pasal 31 ayat (1) 

h u r u f a ber tu juan u n t u k menjamin keberlangsungan SPBE dengan 

memin ima lkan dampak risiko da lam SPBE. 

(2) Manajemen risiko d i l akukan me la lu i serangkaian proses ident i f ikasi , 

anal is is, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko 

da lam SPBE. 

(3) Manajemen r is iko sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i laksanakan 

berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE. 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen r is iko, PD berkoordinasi dan dapat 

me lakukan konsul tas i dengan Dinas Komunikas i In format ika dan 

Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana d imaksud da lam Pasal 

31 ayat (1) h u r u f b ber tu juan u n t u k menjamin keberlangsungan SPBE 

dengan memin ima lkan dampak risiko keamanan informasi . 

(2) Manajemen keamanan informasi d i l akukan mela lu i serangkaian 

proses yang me l iput i penetapan ruang l ingkup, penetapan 

penanggung jawab, perencanaan, d u k u n g a n pengoperasian, evaluasi 

kinerja, dan perbaikan berke lanjutan terhadap keamanan informasi 

da lam SPBE. 

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana d imaksud pada ayat 

(2) d i laksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan 

informasi SPBE. 

(4) Da lam pelaksanaan manajemen keamanan informasi , PD 

berkoordinasi dan dapat me lakukan konsul tas i dengan Dinas 

Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(1) Manajemen data sebagaimana d imaksud da lam Pasal 31 ayat (1) 

h u r u f c ber tu juan u n t u k menjamin te rwujudnya data yang akurat , 

mu takh i r , terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional . / 

Bagian Ketiga 
Manajemen Keamanan Informasi 

Pasal 33 

Bagian Keempat 
Manajemen Data 

Pasal 34 
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(2) Manajemen data d i l akukan mela lu i serangkaian proses pengelolaan 

ars i tektur data, data i n d u k , data referensi, basis data, dan kua l i tas 

data. 

(3) Manajemen data sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i laksanakan 

berdasarkan pedoman manajemen data SPBE. 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat 

me lakukan konsul tas i dengan Dinas Komunikas i In format ika dan 

Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

Bagian Kelima 

Manajemen Aset Teknologi In formasi dan Komunikas i 

Pasal 35 

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komun ikas i sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 31 ayat (1) h u r u f d be r tu juan u n t u k 

menjamin ketersediaan dan opt imal isasi pemanfaatan aset teknologi 

in formasi dan komun ikas i da lam SPBE. 

(2) Manajemen aset teknologi in formasi dan komun ikas i d i l akukan 

me la lu i serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, 

dan penghapusan perangkat keras dan perangkat l u n a k yang 

d i gunakan da lam SPBE. 

(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komun ikas i sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) d i laksanakan berdasarkan pedoman 

manajemen aset teknologi in formasi dan komun ikas i SPBE. 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi in formasi dan 

komun ikas i , PD berkoordinasi dan dapat me lakukan konsul tas i 

dengan Dinas Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten 

Bombana dan PD yang berwenang mengelola u rusan aset 

Pemerintah Daerah. 

Bagian Keenam 
Manajemen Sumber Daya Manus ia 

Pasal 36 

(1) Manajemen sumber daya manus ia sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 31 ayat (1) h u r u f e ber tu juan u n t u k menjamin keberlangsungan 

dan peningkatan m u t u layanan da lam SPBE./ 
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(2) Manajemen sumber daya manus ia d i l akukan me la lu i serangkaian 

proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan 

pendayagunaan sumber daya manus ia da lam SPBE. 

(3) Manajemen sumber daya manus ia memast ikan ketersediaan dan 

peningkatan kompetensi sumber daya manus ia u n t u k pelaksanaan 

Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE d i semua PD. 

(4) Manajemen sumber daya manus ia sebagaimana d imaksud pada ayat 

(2) d i laksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya 

manus ia SPBE. 

(5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia , PD 

berkoordinasi dan dapat me lakukan konsul tas i dengan Dinkomin fo 

dan PD yang berwenang mengelola u r u s a n aparatur Pemerintah 

Daerah. 

Bagian Ke tu juh 
Manajemen Pengetahuan 

Pasal 37 

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 31 

ayat (1) h u r u f f be r tu juan u n t u k men ingkatkan kua l i tas Layanan 

SPBE dan m e n d u k u n g proses pengambi lan keputusan da lam SPBE. 

(2) Manajemen pengetahuan d i l akukan me la lu i serangkaian proses 

pengumpulan , pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan a l ih 

pengetahuan dan teknologi yang d ihas i lkan da lam SPBE. 

(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

d i laksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE. 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan 

dapat me lakukan konsu l tas i dengan Dinas Komunikas i In format ika 

dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

Bagian Kedelapan 
Manajemen Perubahan 

Pasal 38 

(1) Manajemen perubahan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 31 ayat 

(1) h u r u f g be r tu juan u n t u k menjamin keberlangsungan dan 

meningkatkan kua l i tas Layanan SPBE me la lu i pengendalian 

perubahan yang ter jadi da lam SPBE./ 
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(2) Manajemen perubahan d i l akukan mela lu i serangkaian proses 

perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi , pemantauan 

dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. 

(3) Manajemen perubahan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

d i laksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE. 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan 

dapat me lakukan konsu l tas i dengan Dinas Komunikas i In format ika 

dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana d imaksud dalam Pasal 31 

ayat (2) h u r u f h be r tu juan u n t u k menjamin keberlangsungan dan 

men ingkatkan kual i tas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. 

(2) Manajemen Layanan SPBE d i l a k u k a n me la lu i serangkaian proses 

pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan 

pengelolaan Apl ikas i SPBE. 

(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

merupakan kegiatan pelayanan terhadap ke luhan , gangguan, 

masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dar i Pengguna 

(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan In f r as t ruk tur 

SPBE dan Apl ikasi SPBE. 

(5) Pengelolaan Apl ikasi SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan apl ikas i yang 

berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan 

Apl ikas i SPBE. 

(6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

d i laksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE. 

(7) Da lam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka : 

a. Setiap PD m e n u n j u k m in ima l 1 (satu) orang staf a tau 

membentuk u n i t u n t u k melaksanakan u ra i an tugas dan fungsi 

sebagai Administrator ; dan / 

Bagian Kesembilan 
Manajemen Layanan SPBE 

Pasal 39 

SPBE. 
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b. Dinas Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten 

Bombana membentuk u n i t sebagai Superadmin (dijelaskan d i 

Ketentuan umum) . 

(8) Adminis t rator sebagaimana d imaksud da lam ayat (7) h u r u f a 

bertanggung-jawab u n t u k menyelesaikan berbagai permasalahan 

layanan SPBE d i t ingkat PD. 

(9) Dalam ha l Admin is t ra tor t idak m a m p u menyelesaikan permasalahan 

layanan SPBE d i t ingkat PD sebagaimana d imaksud pada ayat (8), 

maka Admin is t ra tor menyampaikan permintaan solusi permasalahan 

ke Superadmin. 

(10) Superadmin bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan 

layanan SPBE yang t idak m a m p u diselesaikan Administrator . 

(11) D inkominfo me lakukan koordinas i dan supervisi antara 

Adminis t rator d i masing-masing PD dengan Superadmin d i Dinas 

Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(12) Da lam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi 

dan dapat me lakukan konsul tas i dengan Dinas Komunikas i 

In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

BAB V 
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE 

Bagian Kesatu 
U m u m 

Pasal 40 

(1) Aud i t Teknologi Informasi dan Komunikas i te rd i r i atas: 

a. aud i t I n f r a s t ruk tu r SPBE; 

b. aud i t Apl ikas i SPBE; dan 

c. aud i t Keamanan SPBE. 

(2) Aud i t Teknologi In fonpas i dan Komunikas i me l iput i pemeriksaan h a l 

pokok teknis pada : 
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a. penerapan ta ta kelola dan manajemen teknologi in formasi dan 

komun ikas i ; 

b. fungsionalitas teknologi in formasi dan komun ikas i ; 

c. k iner ja teknologi in formasi dan komun ikas i yang d ihas i lkan ; 

d. aspek teknologi in formasi dan komun ikas i la innya. 

(3) Aud i t Teknologi Informasi dan Komunikas i d i laksanakan oleh 

lembaga pelaksana Aud i t Teknologi Informasi dan Komunikas i 

pemer intah a tau lembaga pelaksana Aud i t Teknologi Informasi dan 

Komunikas i yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan pera turan 

perundang-undangan. 

(4) Aud i t Teknologi Informasi dan Komun ikas i d i laksanakan 

berdasarkan kebi jakan u m u m penyelenggaraan Aud i t Teknologi 

Informasi dan Komunikas i . 

(1) Aud i t I n f r as t ruk tur SPBE sebagaimana d imaksud pada Pasal 40 

ayat (1) h u r u f a d i laksanakan pal ing sediki t 1 (satu) ka l i da lam 2 

(dua) t a h u n oleh Dinas Komunikas i In format ika dan Stat is t ik 

Kabupaten Bombana. 

(2) Aud i t I n f r as t ruk tur SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i laksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan 

aud i t I n f r as t ruk tur SPBE. 

(3) Da lam melaksanakan aud i t I n f r as t ruk tur SPBE Dinas Komunikas i 

In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian 

Komunikas i dan In format ika terka i t pemantauan, evalcpuasi, dan 

pelaporan aud i t In f ras t ruk tur SPBE Pemerintah Daerah. 

dan 

Bagian Kedua 
Aud i t I n f r as t ruk tur SPBE 

Pasal 41 

Bagian Ketiga 
Aud i t Ap l ikas i SPBE 

Pasal 42 

(1) Aud i t Ap l ikas i SPBE d i l akukan pada Apl ikas i K h u s u 
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(2) Aud i t Apl ikas i SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i laksanakan berdasarkan standar dan ta ta cara pelaksanaan aud i t 

Apl ikas i SPBE. 

(3) Aud i t Ap l ikas i Khusus sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i laksanakan pal ing sedikit 1 (satu) ka l i da lam 2 (dua) t a h u n oleh 

Dinas Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(4) Da lam melaksanakan aud i t Apl ikas i Khusus , Dinas Komunikas i 

In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian 

Komunikas i dan In format ika terka i t pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan aud i t Ap l ikas i Khusus . 

(1) Aud i t keamanan SPBE d i l akukan pada In f r as t ruk tur SPBE 

Pemerintah Daerah dan Apl ikas i Khusus . 

(2) Aud i t keamanan SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i laksanakan berdasarkan standar dan ta ta cara pelaksanaan 

aud i t Keamanan SPBE. 

(3) Aud i t keamanan In f r a s t ruk tu r SPBE Pemerintah Daerah dan aud i t 

keamanan Apl ikas i Khusus sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l akukan pal ing sedikit 1 (satu) ka l i da lam 2 (dua) t a h u n oleh 

Dinas Komunikas i In format ika dan Stat is t ik Kabupaten Bombana. 

(4) Da lam melaksanakan aud i t keamanan In f r as t ruk tur SPBE 

Pemerintah Daerah dan aud i t keamanan Apl ikas i Khusus 

sebagaimana d imaksud ayat (1) Dinas Komunikas i In format ika 

dan Stat is t ik berkoordinasi dengan Kementerian Komunikas i dan 

In format ika terka i t pemantauan, evaluasi, dan pelaporan aud i t 

keamanan In f r as t ruk tur SPBE Pemerintah Daerah dan aud i t 

keamanan Apl ikas i Khusus . 

Bagian Keempat 
Aud i t Keamanan SPBE 

Pasal 43 

Bagian Kel ima 
Pemantauan dan Evaluasi SPBE 

Pasal 44 / 
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(1) D inkomin fo melaksanakan pemantauan dan evaluasi m a n d i r i 

terhadap implementas i SPBE ber tu juan u n t u k mengukur 

kemajuan dan men ingkatkan kua l i tas SPBE d i Pemerintah 

Daerah, mengidenti f ikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, 

pelaksanaan Ars i tektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. 

(2) Pelaksanaan moni tor ing dan evaluasi sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) dapat d i ban tu oleh PD terkai t . 

(3) Pelaksanaan moni tor ing dan evaluasi sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d i l akukan sesesuai dengan ke tentuan peraturan 
perundang-undangan yang ber laku. 

(4) Hasi l kegiatan mon i to r ing dan evaluasi sebagaimana d i maksud 
ayat (1) d i laporkan kepada Bupa t i me la lu i Sekretaris Daerah. 

(1) Bupa t i me lakukan koordinas i dan menetapkan kebi jakan SPBE 

pada Pemerintah Daerah. 

(2) U n t u k men ingkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola 

SPBE, Manajemen SPBE, dan Aud i t Teknologi Informasi dan 

Komunikas i , serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah 

Daerah, Bupa t i membentuk T i m Koordinasi SPBE Pemerintah 

Daerah yang d ike tua i oleh Sekretaris Daerah. 

(3) T im Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) berada d i bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupa t i . 

(4) T i m Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (3) mempunya i tugas me lakukan koordinasi 

dan penerapan kebi jakan SPBE d i Pemerintah Daerah. 

Pendanaan pelaksanaan SPBE d i l ingkungan Pemerintah Daerah 

bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau 

sumber pendanaan la innya yang sah sesuai dengan ke tentuan 

pera turan perundang-undangan. hi 

BAB VI 

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN 
BERBASIS ELEKTRONIK 

Pasal 45 

BAB VII 
PENDANAAN 

Pasal 46 



BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 47 

Ketentuan lebih lan ju t terkai t teknis pelaksanaan SPBE d i 

l ingkungan Pemerintah Daerah d i te tapkan oleh Kepala Dinas 

Komunikas i In format ika dan Stat ist ik dengan berpedoman pada 

ke ten tuan pera turan perundang-undangan. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 48 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan Agar setiap 

orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan Bupat i 

i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Bombana. 

Di te tapkan d i Bombana 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 


